Menimbang

SALINAN

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

a. bahwa dalam meningkatkan kualitas lingkungan

yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh
derajat kesehatan yang optimal merupakan hak
konstitusional warga negara yang dijamin dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi
Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan
daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan

pengelolaan lingkungan hidup;

. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media

lingkungan Kota Depok berpotensi menimbulkan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan,
yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan

produktifitas kegiatan manusia;

. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan

kepastian hukum kepada semua pihak dalam
pelaksanaan perlindungan sumber daya air dan
lingkungan serta pengelolaan air limbah domestik,
maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan

air limbah domestik;



Mengingat

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Air limbah Domestik;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015
tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5802);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6
Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan
dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah
Kota Depok Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 80);
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3
Tahun 2013 tentang Pedoman Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah

Kota Depok Tahun 2013 Nomor 03);



Menetapkan

14.

15.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9
Tahun 2015 tentang Rencana Perlindungan dan
Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah
Kota Depok Tahun 2015 Nomor 09);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah
Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
DEPOK
dan
WALI KOTA DEPOK
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan wurusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

. Air Limbah adalah air sisa dari suatu hasil usaha

dan/atau kegiatan.

S Air Limbah Domestik adalah air limbah yang

berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman,
rumah makan, perkantoran, perniagaan,

apartemen, dan asrama.

6. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya

yang sistematis, menyeluruh, dan
berkesinambungan dalam merencanakan,
membangun, melaksanakan operasional
dan/atau pemeliharaan, memantau dan

mengevaluasi penanganan Air Limbah Domestik.
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9.

10.

11.

12.

13.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat
yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem
pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air
limbah domestik di lokasi sumber, yang
selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan
sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan
Lumpur Tinja.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem
pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan
air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke
Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah
sebelum dibuang ke badan air permukaan.
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang
selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi
pengolahan Air Limbah Domestik yang dirancang
hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang
berasal dari SPALD-S.

Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik
selanjutnya disebut IPALD adalah bangunan air
yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah
Domestik.

Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas
kadar dan jumlah unsur pencemar yang
ditenggang adanya dalam limbah cair untuk
dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
Perencanaan adalah proses kegiatan untuk
menentukan tindakan yang akan dilakukan
secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan
aspek fisik dan nonfisik.

Pelaksanaan Konstruksi adalah  kegiatan
mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan
sarana fisik yang digunakan dalam Pengelolaan

Air Limbah Domestik.



